ABSTRAK

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan
korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau
pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi,
atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ
dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil
maupun immateriil. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk
pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk
mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua
kegiatan pelacuran dan percabulan. Penilis telah menemukan masalah
yaitu yang pertama adalah Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak
pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia, yang kedua
Apakah persetujuan dari anak dapat menghilangkan unsur pidana
eksploitasi seksual pada anak, dan yang ketiga Bagaimana perlindungan
hukum terhadap anak korban korban eksploitasi social pada putusan
Nomor: 2401K/Pid.Sus/2014. Metode yang digunakan penulis adalah
Metode Penelitian yang bersifat deskriptif analisis untuk memberikan
data seteliti mungkin tentang segala sesuatu atau gejala lain dengan
pendekatan kualitatif. Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia Tentang
ESKA, konvensi hak anak (KHA) telah ada sejak tahun1990, payung
Hukum di Indonesia melalui lahirnya Undang undang 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak. Undang undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia , Undang undang Nomor 21 tahun 2007
Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang
undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang undang
Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182, PP Nomor 9
Tahun 2008 Tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Bagi Saksi atau
Koban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pelaku tetap bisa di pidana
dan tidak hilang unsur pidana pengeksploitasi anak, karena secara hukum
ini dianggap seorang anak tidak mampu menyatakan iya atau tidak
berdasarkan pertimbangan kepalanya sendiri atau otaknya sendiri, maka
anak anak harus dilindungi. Perlindungan Hukum yang dapat diterima
oleh terdakwa Eksploitasi Anak adalah kurungan penjara, seperti yang
sudah dijelaskan di dalam Undang undang Perlindungan Anak No.23
Tahun 2002 Pasal 88 “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau
seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah)”. agar semua pelaku takut akan tindak pidana pengeksploitasian
terhadap anak.



